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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan 

maka penulis sampai pada kesimpulan di bawah ini: 

1. Dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi sebuah kelalaian medis yang 

dilakukan dokter atau sebuah risiko medis. Suatu tindakan medis dapat 

dikategorikan sebagai sebuah risiko medis apabila terdapat beberapa unsur-

unsur yaitu : Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh dokter tidak dapat 

dipersalahkan, tidak dapat dicegah dan terjadinya tidak dapat diduga 

sebelumnya. Kedua, dalam memberikan tindakan medis dokter telah 

memenuhi standar operasional prosedur, standar profesi , dan standar etik 

kedokteran. Ketiga, dokter sudah melakukan tindakan medis dengan hati-

hati, melakukan upaya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan 

segala illmunya, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Keempat, 

dokter telah berusaha meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dengan 

melakukan anamneses yang teliti, pemeriksaan pendahuluan yang kuat, dan 

pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Sedangkan kategori perbuatan yang 

dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian medis memiliki unsur-unsur 

perbuatan yaitu adanya kesalahan pada diri dokter yang memberikan 

pelayanan kesehatan, kesalahan tersebut berupa kelalaian atau ketidakhati-

hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan kelalaian dalam 

memenuhi standar operasional prosedur, standar profesi, dan standar etik 

kedokteran. 
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2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh 

dokter telah diatur dalam Hukum Kesehatan dimana tertuang dalam Undang-

Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 

Kesehatan. Beberapa perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana dalam Undang-undang ini terdapat pada Pasal 429 tentang Tenaga 

Kesehatan atau Tenaga Medis yang melakukan aborsi, Pasal 438 tentang 

Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang tidak memberikan pertolongan 

pertama kepada pasien yang dalam keadaan gawat darurat, dan Pasal 440 

yang mengatur tentang kealpaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau 

tenaga medis yang menyebabkan pasien luka dan kematian. Proses 

penyelesaian sengketa medis melalui ketentuan hukum pidana dapat 

dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan keputusan dari MKDKI apakah 

dokter yang dilaporkan oleh pasien terbukti telah melanggar ketiga standar 

operasional prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam penyelesaian 

sengketa medis saat ini belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam tujuan hukum, yakni:  kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, hal ini 

dikarenakan ditemuinya beberapa permasalahan dalam penyelesaian kasus-

kasus sengketa medis yaitu : ditemukan peran aparat penegak hukum yang 

belum memahami ketentuan tentang hukum kesehatan, dan hukum acara 

pidana yang mengakibatkan salah persepsi dalam pemahaman untuk 

merumuskan sebuah tindak pidana terhadap dokter yang patut diduga telah 

melakukan kelalaian medis. Sehingga  penulis berpandangan bahwa perlu 

adanya sebuah pembaharuan Hukum Kesehatan di Indonesia dengan 
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dilakukannya pembentukan Pengadilan Khusus Profesi Medis dengan 

memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

B. Saran 

1. Saran untuk pemerintah khususnya pembentuk undang-undang adalah segera 

membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Medis guna memberikan 

batasan apakah  sengketa medis tersebut masuk ke dalam kategori sebuah 

risiko medis atau kelalaian medis agar dapat memberikan pemahaman kepada 

aparat penegak hukum dalam merumuskan sebuah tindak pidana terhadap 

dokter yang patut diduga telah melakukan kelalaian medis. Dengan adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, 

diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian 

hukum. 

2. Saran untuk Mahkamah Agung adalah  perlu mempertimbangkan kembali 

mengenai pembentukan Pengadilan Khusus Profesi Medis untuk memberikan 

kemudahan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa 

medis di Indonesia. Dan memberikan pelatihan atau sertifikasi bagi hakim-

hakim pada peradilan umum terkait dalam penanganan dan penyelesaian 

perkara sengketa medis di Indonesia. 

3. Seluruh aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman atas hukum 

kesehatan, dan penyelesaian sengketa medis .  

4. Dokter dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman atas hukum, 

hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa medis. 
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